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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  KOTA SURAKARTA 
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta) 
 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Surakarta. Teknik 
penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang menjadi kriteriannya adalah 
kasubag keuangan dan staff keuangan. Alat analisis dalam penelitian ini adalah Analisis 
Regresi Linier Berganda. 
Sampel penelitian ini adalah 41 pegawai yang bekerja pada SKPD Kota 
Surakarta sebagai Kasubag keuangan dan staff keuangan. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi 
berganda melalui program SPSS.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa  penerapan akuntansi akrual, kejelasan 
sasaran anggaran, sistem pelaporan, kompetensi aparatur daerah dan ketaatan pada 
peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
Kota Surakarta, sedangkan penganggran berbasis kinerja dan pengendalian akuntansi 
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 
Kata Kunci: penerapan akuntansi akrual, penganggran berbasis kinerja, kejelasan 
sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, 
kompetensi aparatur daerah, ketaatan pada peraturan perundangan, 




 This present study aims to examine and analyze the factors that affect 
performance accountability of government agencies (AKIP) Surakarta. The sampel was 
determined using purposive sampling technique, The criteria of sampel is Head of 
finance and financial staff. The analysis tool in this research is Multiple Linear 
Regression Analysis. 
Samples were 41 employees working at SKPD Surakarta as Head of finance and 
financial staff. Data were collected using a questionnaire and analyzed using multiple 
regression analysis by SPSS. 
The results of study showed that the implementation of accrual accounting, 
budget goal clarity, reporting system, competence of the officers and adherence to the 
rule of laws contributed performance accountability of government agencies Surakarta, 
while based budget performance and accounting controls do not affect the performance 
accountability of government agencies (AKIP). 
Keywords:  implementation of accrual accounting, budget based performance, budget 
goal clarity, accounting controls, reporting systems, the competence of the 
officers, adherence to the rule of law, accountability of the performance of 
government agencies (AKIP). 
 
1. PENDAHULUAN 
Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan 
keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah 
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melalui Otonomi Daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 
1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuat 
pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki hak yang lebih besar dalam pengambilan 
keputusan dalam melakukan pengelolaan daerah masing-masing. 
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung 
jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang 
atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 
hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 
2011). Menurut Undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No 14 Tahun 
2008 meyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang 
berkaitan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai 
dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 
public.  
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan 
penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan 
penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan 
upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, hal ini sesuai dengan konsep (New 
Public Management).  
Namun dengan diterbitkan penetapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual paling 
lambat tahun 2015. LKPD hanya dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi yang 
dapat menghasilkan Laporan Keuangan berbasis akrual dan Laporan Keuangan 
berbasis kas. Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem 
akuntansi single entry menjadi double entry karena penggunaan single entry tidak 
dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang 
sesungguhnya. 
Dalam menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu 
adanya ketaatan pada peraturan perundangan. Diharapkan laporan akuntabilitas 
yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap 
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pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Tetapi kurangnya ketaatan dan 
kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan 
peraturan yang masih berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat 
di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan perundangan yang telah berlaku. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini berjudul: 
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) Kota Surakarta (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Kota Surakarta)”. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kantitatif. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dengan penyebaran kuesioner langsung kepada responden. 
Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD kota 
surakarata. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik , 
uji kualitas data dan uji hipotesis. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 HASIL 
Tabel  Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Model B Std Error thitung Sig 
(Constant) 1.469 5.294 .277 .783 
AKRL .260 .095 2.741 .010 
PBK .022 .049 .451 .655 
KSA .306 .139 2.206 .034 
PA -.203 .101 -2.018 .052 
SP .193 .090 2.140 .040 
KAD .153 .073 2.103 .043 
KPP .400 .140 2.855 .007 
Rsquare  = 0,642  Fhitung = 8,465 
Adjusted R Square  = 0,566  sig = 0,000 
Sumber : Data primer diolah penulis, 2016 
Dari hasil regresi berganda diatas dapat diterangkan sebagai berikut: 
1) Nilai konstanta sebesar 1,469 menunjukkan bahwa penerapan akuntan 
akrual, penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, 
pengendalian akuntansi, system pelaporan, kompetensi apratur daerah dan 
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kataatan pada peraturan perundangan naik maka akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintahan akan meningkat. 
2) Secara statistik koefisien regresi penerapan akuntansi akrual menunjukkan 
nilai Beta yang positif sebesar 0,260. Hal ini dapat diartikan jika terjadi 
peningkatan penerapan akuntansi berbasis akrual maka akan berdampak 
pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, demikian juga 
apabila variabel penerapan akuntansi berbasis akrual menurun maka 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan ikut menurun. 
3) Secara statistik koefisien regresi penganggaran berbasis kinerja 
menunjukkan nilai Beta yang positif sebesar 0,022. Hal ini dapat diartikan 
jika terjadi peningkatan penganggaran berbasis kinerja maka akan 
berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 
demikian juga apabila variabel penganggaran berbasis kinerja menurun maka 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan ikut menurun. 
4) Secara statistik koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran menunjukkan 
nilai Beta yang positif sebesar 0,306. Hal ini dapat diartikan jika terjadi 
peningkatan terhadap kejelasaan sasaran anggaran maka akan berdampak 
pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, demikian juga 
apabila kejelasan sasaran anggaran menurun maka akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah akan ikut menurun. 
5) Secara statistik koefisien regresi pengendalian akuntansi menunjukkan nilai 
Beta negatif sebesar -0,203. Hal ini dapat diartikan jika terjadi peningkatan 
terhadap pengendalian akuntansi maka akan berdampak pada menurunnya 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebaliknya apabila pengendalian 
akuntansi menurun maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan 
meningkat. 
6) Secara statistik koefisien regresi sistem pelaporan menunjukkan nilai Beta 
yang positif sebesar 0,193. Hal ini dapat diartikan jika terjadi peningkatan 
terhadap sistem pelaporan maka akan berdampak pada meningkatnya 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, demikian juga apabila variabel 
sistem pelaporan menurun maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
akan ikut menurun. 
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7) Secara statistik koefisien regresi kompetensi aparatur daerah menunjukkan 
nilai Beta yang positif sebesar 0,153. Hal ini dapat diartikan jika terjadi 
peningkatan terhadap kompetensi aparatur daerah maka akan berdampak 
pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, demikian juga 
apabila variabel kompetensi aparatur daerah menurun maka akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah akan ikut menurun. 
8) Secara statistik koefisien regresi ketaatan pada peraturan perundangan 
menunjukkan nilai Beta yang positif sebesar 0,400. Hal ini dapa diartikan 
jika terjadi peningkatan terhadap ketaatan pada peraturan perundangan maka 
akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, demikian juga apabila variabel ketaatan pada peraturan 
perundangan menurun maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan 
ikut menurun.  
3.2  PEMBAHASAN 
3.2.1 Penerapan Akuntansi Akrual Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta 
Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai thitung 2.741  > ttabel 2.021  
dan nilai p-value 0.010 < 0.05. berarti bahwa penerapan Akuntansi 
akrual mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintahan 
3.2.2 Penganggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta. 
Dari hasil uji Hipotesis diketahui bahwa nilai thitung 0.451 < ttabel 
2.021 dan nilaip-value 0.655 > 0.05. hal ini berarti bahwa penganggaran 
berbasis kinerja tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintahan 
3.2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta 
Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa besarnya nilai thitung 2.206 
>2.021 ttabel dan nilai p-value 0.034  < 0.05. hal ini berarti bahwa 
kejelasansasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintahan. 
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3.2.4 Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Kota Surakarta 
Darihasil uji hiptesis didapatkan hasil thitung -2.018 < ttabel 2.021 dan 
nilai p-value0.052 > 0.05. hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi 
tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintahan.  
3.2.5 Sistem Pelaporan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kota Surakarta 
Dari hasil uji hipotesis didapatkan hasil thitung 2.140 > ttabel 2.021 dan 
nilai p-value 0.040 < 0.05. hal ini berarti system pelaporan mempunyai 
pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. 
3.2.6 Kompetensi Aparatur Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta 
Dari hasil uji hipotesis didapatkan hasil thitung 2.103 > ttabel 2.021 dan 
nlai p-value 0.043 < 0.05. hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur 
daerah mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintahan. 
3.2.7 Ketaatan Pada Perundangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta. 
Dari hasil uji hipotesis didapatkan hasil thitung > ttabel dan nilai p-value 
< 0.05. hal ini berarti bahwa ketaatan pada peraturan perundangan 
mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
4.1.1 Penerapan akuntansi akrual mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. 
4.1.2 Penganggaran berbasis kinerja tidak mempunyai pengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. 
4.1.3 Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. 
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4.1.4 Pengendalian akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. 
4.1.5 Sistem pelaporan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah Kota Surakarta. 
4.1.6 Kompetensi aparatur daerah mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. 
4.1.7 Ketaatan pada Peraturan Perundangan mempunyai pengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. 
4.2 Saran 
4.2.1 Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas objek penelitian, 
sehingga hasil penelitian lebih bisa mewakili secara keseluruhan atau 
dapat tergeneralisasi.  
4.2.2 Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan supaya dalam 
mengumpulkan data tidak hanya menggunakan metode kuesioner,  
namun juga bisa dengan menggunakan observasi langsung, sehingga bisa 
memperkecil adanya bias data. 
4.2.3 Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya menambah variabel yang 
mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu tidak hanya penerapan 
akuntansi akrual, penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran 
anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kompetensi apratur 
daerah dan ketaatan pada peraturan perundangan. 
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